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BUPATI ACER BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, mengalami perubahan yang
fuiidamental mengenai peran, tugas dan kewenangan
Pemerintahan Gampong;

b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun
2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan
penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat
pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
perlu dibentuk Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan
Gampong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Qanun tentang Pemerintahan Gampong.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
iUy2j;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Teihun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\;
Nomor 4286);










































































































